
WALIKOTA MAGELANG 

PERATURAN W 
AUKOTA MAGELANG 

NOMOR ~ 1 TAHUN 2010 

TENTANG 

pEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TU 
&AGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DP~lANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

Menimbang 

Mengingat 

OPERASIONAL PIM SERTA BELANJA PENUNJANG 
PINAN DPRD 

KOTA MAGELANG 
TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAUKOTA MAGELANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A 
ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan 
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 

1. 

2. 

Kota Magelang 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 . tentang 

b t kan 
oaerah-daerah Kota Kec1l dalam 

Pem en u Propinsi Jawa 11mur, Jawa Tengah dan 
Ungkungan 
Jawa Barat; 

n Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Unda g- Negara (Lernbaran Negara Republik 
Keuang~n T h n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Indonesia a u 86)· 

brk Indonesia Nomor 42 ' 
Negara Repu 1 

3. Undang-Undang ... 



3. 

4. 

5. 

6. 

-2-

Undang _ Und 
M · · ang Nomo 
~:h~ Permusyawaratan r ~~ Tahun 2009 tentang 

a ' Dewan Pe . at, Dewan Perwakilan 
Perwakilan Rakyat Dae:~kilan Daerah dan Dewan 
Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Lembaran Negara Republik I ~omor_ 123, Tambahan 
n onesIa Nomor 5043)· 

Undang-Undang N , omor 1 T h 
Perberdaharaan N a un 2004 tentang 

egara (Lemb 
Indonesia Tahun 2004 N aran Negara Republik 
Negara Republik Ind _omor 5, Tambahan Lembaran 

onesIa Nomor 4355); 

Undang - Undang N 
Pemerintahan Dae;;or 32 Tahun 2004 tentang 
Indonesia Tahun 

2004
(Le~baran Negara Republik 

Lembaran Negara Republik f~or ~25, Tambahan 
sebagaimana telah diubah ~ ~nes1a Non:ior 4477) 
dengan Undang-Undang Nomor ~2 erapa kah terakhir 
Perubahan Kedua Atas Undang UTnadhun 20N08 tentang 
T h - ang omor 32 

a un 2004 te~tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomo 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind:nesi~ 
Nomor 4844); 

Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

200
6 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4659); 

8. Peraturan .................... . 



8. 

9. 
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Peraturan Pemerintah N 
Pengelolaan Keu omor 58 Tahun 2005 tentang 
R 

angan Daerah (L 
epublik Indonesia T h embaran Negara 

Lernbaran Negara Re a u~ 2005 Nomor 140, Tambahan 
pubhk Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah . 
Pernbagian u Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernerintahan ru~: Pemerin~h- Antara Pemerintah, 
Daerah Provinsi rah Pr?vms, dan Pemerintahan 
Kota Lem dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/ 

2007 
~ baran Negara Republik Indonesia Tahun 

~mor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 

Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota DPRD (Lembaran Daeran Tahun 2005 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daeran Tahun 2007 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 

13
_ Peraturan Menteri oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang pecfoman Pengelolaan Keuangan Daera~ 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor 59 T~hun 2007 _tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 

13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan oaerah; 

14. Peraturan ......... . 



Menetapkan 

14. Peraturan Menteri D 
tentang Pengawasa~l~m Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
Kepala Daerah· eraturan Daerah dan Peraturan 

I 

15. Peraturan Menteri O 1 tentang P a am Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
Da h engelompokan Kemampuan Keuangan 

era ' Penganggara d p n an Pertanggungjawaban 
enggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 
Penge b r · m a ian TunJangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional; 

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WAUKOTA MAGELANG TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN 
KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG 
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG 
TAHUN ANGGARAN 2011. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Magelang. 

2· Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang 
3 h 

9 
selanjutnya disingkat DPRD adalah 

· Dewan Perwakilan Rakyat Daera yan 
DPRD Kota Magelang. 

4. Pimpinan .......... .. 
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pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD da k' 
4. n wa il-wakil Ketua DPRD. 

Anggota DPRD adalah mereka yang dir . 
5· Anggota DPRD dan telah menguca k esmikan keanggotaannya sebagai 

ketentuan peraturan perundang-undan~a~~ sumpah / janji berdasarkan 

6 runjangan Komunikasi lntensif yang sel . t 
· yang diberikan kepada Pimpinan dan :~Ju nya disingkat :n<1 adalah uang 

rangka mendorong peningkatan kine . p· gg_ota DPRD set1ap bulan dalam 

7. 

8. 

9. 

l]a impinan dan Anggota DPRD. 

Belanj~ P~nunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut 
BP? Pimpman DPRD adal_ah dan~ yang disediakan bagi Pimpinan DPRD 
set1ap bula~ untuk menunJang keg1atan operasional yang berkaitan dengan 
represe~ta~, pelayanan dan_ kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan 
tugas P1mpman DPRD sehan-hari. 

Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/ klaster suatu 
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu 
yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan pada setiap klaster. 

Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk 
mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota DPRD 
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip 
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana. 

10. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengel_ola~n sumber 
daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksa~aa~ tugas P1mpman DPRD 
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara penod1k. 

BAB II 

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Keuangan Daerah yang telah 
(1) P~nentuan Kelompok Kemampuan Pemerintah Daerah (TPAD) dari 

d1perhitungkan oleh lim Anggr~n dikurangi dengan Belanja Gaji dan 
Pendapatan Umum Daer~h . ~tea h di eroleh Perhitungan Kemampuan 
Tunjangan Pegawai Negen Sipil 0g~g

0 00~ 000 _ (dua ratus milyar rupiah), 
Keuangan Daerah di bawah Rp 20 · ·Keu~ng;n Daerah Kota Magelang 
maka ditetapkan untuk kemampuan. Kelompok Rendah. 
Tahun Anggaran 2011 dengan kategon 

an Daerah Kelompok Rendah 
(2) Dengan Penetapan Kemampuan Kfu:~ka dana yang disediakan untuk 

sebagaimana dimaksud pa~a ayat ~6 disesuaikan dengan Kemampuan 
Belanja Operasional Pin:'pinan di~aksud pada ayat (1). 
Keuangan Daerah sebaga1mana 

BAP 111 ......... . 
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BAB III 

BESARAN TKI DAN BPO 

Pasal 3 

) sesaran TK1 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD . 
(l masing-masing sebesar 1 (satu) k r Kata Magelang setIap bulan 

besar 1 x Rp 2.100.000. - = aR, uang Representasi Ketua DPRD atau 
se . ) ' P 2.100.000,- (dua juta seratus ribu 
rupiah 

(2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 
tanggal 1 Januari 2011. 

Pasal 4 

(1) Besaran BPO Pimpinan DPRD Kata Magelang setiap bulan disediakan dana 
sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu 
seperdua) kali Jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau 
sebesar Rp 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) 
dengan rincian sebagai berikut: 
2 x Uang Representasi Ketua = 2 x Rp. 2.100.000,- Rp 4.200.000,-
1 ½ x Jumlah Uang Reprentasi seluruh Wakil 
Ketua = 1 ½ x Rp 1.680.000 x 2 orang Rp 

Rp 
5.040.000.-
9.240.000,-

(2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. 

BAB IV 

PENGANGGARAN TKI DAN BPO 

Pasal 5 

DPRD Kota Magelang dianggarkan dalam 
(1) TKI bagi Pimpinan dan Ang~ota d I m Rencana Kerja dan Anggaran 

Pos DPRD yang diformulas1kan ke a _a PRD 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretanat D · 

ota DPRD sebagaimana dimaksud 
(2) Penganggaran TK1 Pimpinan dan Angl~m Belanja Tidak Langsung yang 

pada ayat (1) dikelompakkan ~e ia awai, Obyek Belanja Penerima~n 
diuraikan kedalam Jerns BelanJa oiRD serta runcian Obyek BelanJa 
Lainnya Pimpinan dan An~go~ ·nan dan Anggota DPRD. 
Penunjang Komunikasi Intensif Pimp, 

PasaI6 

d I m Pos Sekretariat DPRD 
(1) BPO Pimpinan DPRD dianggarkan Ka _a dan Anggaran Satuan 

diformulasikan kedalam Rencanao erJa 
· t DPR Perangkat Daerah Sekretana · 

yang 
Kerja 

(2) Penganggaran ......... . 
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penganggaran BPO Pimpinan DPRO b . 
(2) dikelompokkan ke dalam Belanja lids: aga1mana dimaksud pada ayat (1) 

Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belaa. Langsu~g yang diuraikan kedalam 
obyek Belanja Penunjang Operasion~~a p·Pen_unJang Operasional, Rincian 
secara kolektif. impman DPRD dan dianggarkan 

BABV 

PENCAIRAN TKI DAN BPO 

Pasal 7 

(1) Pencairan TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan 
pembayaran secara Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran 
Sekretariat DPRD. 

(2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk TKI bagi Pimpinan 
dan Anggota DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut: 
a. Daftar Penerimaan TKI 
b. Kwitansi Dinas (A 2) 
c. Setoran Pajak PPh 21 
d Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) 
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 
f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung 

(SP2D-L5) 

Pasal 8 

(1) Pencairan BPO Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan pembayaran se~ra 
Beban Tetap/ langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretanat 

DPRD. 

(2) P d . ·strasi pencairan untuk BPO Pimpinan DPRD, 
ersyaratan kelengkapan a mini 

b · berikut" menggunakan dokumen se aga, . · ani oleh Pengguna Anggaran. 
a. Kwintansi/ Tanda Terima yang ditanciatang 

b. Kwitansi Dinas (A 2) . leh Pimpinan DPRD 
c. Pakta Integritas yang ditandatangam O LS) 
d Surat Perintah Membayar Langsung (SPM_-
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bel~n:h Pencairan Dana Langsung 
f. Surat Perintah Penerbitan Surat Penn 

(SP2D-L5) 

(3) Pengajuan ........... . 
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) pengajuan Pencairan Dana BPQ untuk bula . 
(
3 

sepanjang penggunaan dana n benkutnya dapat dilaksanakan 
dipertanggungjawabkan. yang sudah diterima telah 

Pasal 9 

Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD . . 
-nn dibebankan kepada yang bersa k . atas penenmaan dan 
, ru ng utan sesua1 dengan ketent t 
perundang-undangan di bidang perpajakan. uan pera uran 

BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN TKI DAN PENGGUNAAN BPO 

Pasal 10 

(1) Pertanggungjawaban TI<I bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta BPO 
Kegiatan Pimpinan DPRD yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui 
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat 
Pengelola Keuangan (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) 
bersamaan dengan penyampaian SPJ Sekretariat DPRD pada saat 
pengajuan permintaan Uang Persediaan. 

(2) Khusus untuk penyampaian pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD 
dilampiri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan dilengkapi dengan 
Rincian Penggunaan BPO Kegiatan Pimpinan DPRD yang mem_uat Kegiatan~ 
Tujuan, Penerimaan dan Waktu Penggunaan Dana yang d1tandatangam 

Pimpinan DPRD. 

Pasal 11 

BPO Pimpinan DPRD dipergunakan untuk: b . . ~ · dan 
a. representasi antara lain menyampaikan ber aga1 m ormk as1 

' di masyarakat, melaksana an dan 
permasalahan yang ada d luruh Anggota DPRD· 
memasyarakatkan Keputusan DPRD kepak a s:nan dan transportas(· 

b. P I I . ntuk pelayanan earn ' 
e ayanan, antara am u . en ikuti upacara kenegaraan, upacara 

c. kebutuhan lain, antara lam untuk ~ f kan pejabat daerah, melakukan 
peringatan hari jadi d~erah, pe:; ~la oaerah, musyawarah pimpinan 
koordinasi dan konsultas1 kepada kai menjadi juru bicara DPRD dan 
daerah dan tokoh-tokoh masyara ar~kat/ kelompok masyarakat yang 
Pemberian bantuan kepada masv 
sifatnya incidental. 

Pasal 12 ........ .. 
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PasaI12 

5e1<retaris DPRD s~laku _Pengguna Anggaran be 
pengelolaan BPO Keg1atan P1mpinan DPRD. rtanggung jawab atas 

Pasal 13 

oalam hal BPO Kegiatan Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya Tahun 
Anggaran yang be~kenaan terdapat dana yang tidak habis terpakai, harus 
disetorkan ke Rekernng Kas Umum Daerah. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Magelang. 

Ditetapkan di 
pada nggal 

Diundangkan di Magelang 
Pada tanggal 30 Desember 2010 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
--,.It 

AZIS US SURYA 

Magelang 

?iO °"~ 

OTA MAGELANG 

' 

INDITO 

B HUN 2010 NOMOR 41 
ERIT A DAE RAH KOTA MAGE LANG TA 


